KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Undang-Undang HPP Permudah Wajib Pajak

: Jumat, 15 Oktober 2021

: Rakyat Merdeka

27
Sosialisasi

Kudu Gencar

Undang-Undang

HPP

Permudah WWajib Pajak

SENAYAN memastikan Un-
dang-tUndang FHarmonisasi Pe-
raturan Perpajalkan (HPP) yvang
baru disahkan parlemen sama
sekali tidak memberatkan para
wajib pajak dan objek pajak.
Pemerintah diharapkan lebih
sctol mensosialisasikauy undang—
undang ini agar tidak memicu
Ppro dan kontra di masyarakat.

“Kalau yang berhubungan
dengan publik kan sudah kita
drop semua. Seperti pajak pen—
didikan., kesehatan, sembako
lcan sudah kita hapus. Pajak
dividen juga sudah tidak adsa.”™
kata angpgota Komisi XTI DPR
Fauzi Aaamro di Jakarta, kemarin.

Politisi Nasderm inid mengata—
kan, Undang-Undang HPFP ini
diusulkan pemerintah ke DPR
dalam rangka memaksirnalkan
Prendapatan negara dari sektor
pajalk. Sebab scelama ini, tax
ratio yang diteritna negara selalua
timmpang bahkan limmas tahun be—
iakangan ini target pencerirmaan
Prajak sclalu tidak tercapai. Se—
mentara pemerintah pada tahoan
depan pemerintah menargetkan
rendapatan negara dari pajak
sekitar Rp 13200 trilivan.

“INah dengan lahimya undangs
—undang ini kita sangat berharap
tax ratio dan pendapatan negara
dari pajak bisa lebih maksimal.
Termasuk dari cuk:ai yang barua
diterapkan wakni cukai plastik
dan makanan minuuanan berma-—
nis,”” katauryya.

Fauzi bilang, UU HPFP ini
memberikan kemudahan dan
keadilan bagi masyarakat untuk
wwajilb pajalk dan objek pajaknya.
i antaranyva Pajak Penghasilan
(FPrh) mengjgadi 20 persen dari
aturan sebelumnya 25 persen,
dan pajak pph pribadi yang
bervariasi tergantung penghasi-
lannya mulai 60 juta, sampai S
miliar ke atas dengan pengenaan
Ppihx 35 persen.

Selain itu, pemerintah jugsa
mualai smemberikan kelongoar-
an bagi para wajib pajak untulk
mengunzkaplican pajaknya secara

sukarela terhitung, Januari hinggoa
Juni tabhun depan. ““Wajib pajak
yang belum bavar pajak nanti
berkesempatan. Toh kehadiran
undang—-undang ini juga untuk
mermn—£Horc/K eagpr UUNEKINM, pedagsangs,
kecil dengan pajakniyva diperingan
dan dipermudah,” katanya.

Fau=i menegaskan, kehadiran
undang-undang ini juga untulk
menycaclesaikan persoalan data
wajib pajak yvang selama ini
tak permnah tuntas. Sebab dalam
aturan baru di Undang-Uindang,
HPPFP ini. Nomor Induk Ke-
pendudukan akan terkoneksi
sebagai Nomor Pokolk Wajib Pa-—
Jak atan NNPYWPEP. Scehingsgea nanti
akan kelihatan berapa kewajiban
Ppajak termasuk objek pajaknya.

““Sayvarasarespons masyara—
kat dengan kehadiran Undang-
Undang FIPEP ini bagus karena
memberikan keadilan bagi
masyvarakat ekonomi mencern-—
sah ke bavwah., Dan masyvarakat
menengah ke atas harus ber-
kontribusi pada perekonomian
negara kita dan itu tidak mem -
beratkan.” tambah dia.

Wakil K etua Badan AAnggoaran
Muhidin Said menambahkan,
pembahasan LU HPP ini telah
melalui proses menverap as-—
pirasi dari setiap elemen bangsa
sehingga ideal dan akomodatif.
IDan yang terpenting, undangs-
undang ini sejalan dengan asen-—
da pemulihan ekonoimi nasional
di tengah pandemi Covid-19.

Dia mengapresiasi peme—
rintah dalarmn hal ini Kemen-—
terian Keuangan yang telah me-
nampunzsz dan menerima aspirasi
masyarakat melalui Fraksi—firaksi
di IDPR selama pembahasan
RIUFLJ Perpajakan. ““Kebijakaan
tersebut, yakni dibatalkannyan
scjumlah usulan dalam draf awal
RUIJUJ. Seperti pengenaan PPN
bagi barang kebutuhan pokolk
dan scjumilah jasa layanan dasar
masyarakat, PPN mualtitarif,
penghapusan diskon PPh bagi
WP UMK DN, dan sebagainya,”™
Tutuarmy . B AL
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